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Abstrak

Penelitian ini tentang Implementasi E-Order Dalam Peningkatan Pengadaan
Barang dan Jasa Di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022.
Implementasi e-order merupakan bagian dari e-procurement di Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta. Pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
pengadaan barang dan jasa melalui e-order dilakukan oleh Bagian-bagian yang
ada di lingkup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, serta pada tingkat
Kelurahan dan Kecamatan di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Saat
ini komponen yang tersedia untuk pengadaan barang dan jasa melalui e-order
masih terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi
implementasi e-order, menganalisa dan mengevaluasi hambatan serta
menganalisa dan mengevaluasi upaya dalam mengatasi hambatan implementasi e-
order dalam peningkatan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif dimana hasil penelitian dideskripsikan berdasarkan
hasil wawancara, observasi dilapangan dan telaah dokumen. Terdapat 5 informan
yang berpartisipasi untuk diwawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukan
pelaksanaan Implementasi E-Order dilihat dari aspek struktur birokrasi, sumber
daya, komunikasi dan disposisi sudah optimal. Namun perlu ada peningkatan
sumber daya lainnya seperti teknologi informasi serta sarana dan prasarananya
ikut serta dalam mendukung implementasi e-order.

Kata Kunci: Implementasi E-Order, Pengadaan Barang dan Jasa.

Abstract

The focus of this research is the implementation of E-Order in improving the
procurement of goods and services in the Secretariat of Central Jakarta City
Administration in 2022. E-order implementation is part of the e-procurement at
the DKI Jakarta Provincial government. In the Secretariat of Central Jakarta
City Administration, the goods and services are procured through e-order by the
existing departments within the Secretariat of Central Jakarta City
Administration, including in its Urban Villages and Sub Districts. However, the
components for the goods and service procurements through e-order are
currently still limited. The purpose of this research is to analyze and evaluate the
implementation of E-Order in the procurement of goods and services in the

Copyright holder: Yuni Widiastuti (2023)

DOI

: https://doi.org/10.54543 /fusion.v3i05.310

Published by : Rifa Institute


https://fusion.rifainstitute.com/
https://doi.org/10.54543/fusion.v3i05.310
https://rifainstitute.com/
mailto:diaz.yuni87@gmail.com

Implementasi E-Order dalam Peningkatan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022

Secretariat of Central Jakarta City Administration in 2022. In addition, the study
examined the obstacles encountered during its implementation and the measures
taken to overcome them. The research utilized a qualitative descriptive method,
whereby the results were based on the analysis of interview data, field
observations, and desk study. There were five informants participated in the
interview. Based on the research findings, implementing E-Order in the
procurement of goods and services has been effective in terms of bureaucracy
structure, resources, communication, and disposition. However, there is a need to
improve other resources, such as information technology, facilities, and
infrastructure, to support the implementation of E-Order.
Keywords: E-Order Implementation, Goods and Service Procurement.
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PENDAHULUAN

E-procurement telah berkembang menjadi penggunaan teknologi elektronik untuk
merampingkan dan mengaktifkan kegiatan pengadaan. E-procurement didefinisikan
sebagai proses yang komprehensif menggunakan system Teknologi Informasi dalam
membangun kesepakatan untuk akuisisi produk atau jasa (kontraktor) atau membeli
produk atau jasa dengan imbalan pembayaran (pembelian). E-procurement mencakup
berbagai elemen temasuk pemesanan elektronik, penawaran melalui internet, lelang dan
terintegrasi secara otomatis dalam sistem pengadaaan.

E-procurement merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah
terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan e-procurement
peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan
menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam
pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggung jawaban keuangan. Melalui
e-procurement transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dapat diperoleh
melalui akses yang lebih baik ke informasi. Hal ini dapat membantu negara-negara
berkembang untuk mengurangi korupsi, yang merupakan masalah besar di banyak negara
berkembang.

E-procurement telah memberikan manfaat yaitu keuntungan langsung
(meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang
lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi) dan
keuntungan tidak langsung (e-procurement) membuat pengadaan lebih kompetitif,
meningkatkan customer services, dan meningkatkan hubungan dengan mitra kerja).
Bahwa terdapat hambatan utama dari sistem e-procurement yaitu infrastruktur Teknologi
Informasi yang tidak memadai dari pemasok/mitra bisnis, kurangnya tenaga teknis pada
infrastruktur Teknologi Informasi dan kurangnya pengetahuan tenaga terampil. Sehingga,
untuk mengatasi hambatan ini perusahaan harus lebih focus pada infrastruktur Teknologi
Informasi, rantai pasokan, ketrampilan serta kemampuan sumber daya manusia dalam
mengadopsi e-procurement.
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Atas dasar dimaksud Pemerintah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada
bulan Oktober Tahun 2019 melalui Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
(BPPBJ) DKI Jakarta meluncurkan aplikasi E-Order. Melalui aplikasi ini, para pelaku
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengikuti kegiatan lelang yang
dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala BPPBJ DKI Jakarta pada saat itu,
Blessmiyanda mengatakan, dari aplikasi ini, pelaku UMKM binaan bisa berhubungan
langsung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengadaan barang dan
jasa yang nilainya di bawah Rp 50 juta. Jadi melalui aplikasi ini pelaku usaha langsung
berhubungan dengan pengguna anggaran. la menjelaskan, para pelaku usaha yang ingin
mengikuti proses pengadaan barang dan jasa harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) dan binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
(KUMKMP) DKI Jakarta.

Dengan adanya aplikasi ini, pasar akan tercipta lebih baik dan partisipasi
masyarakat juga meningkat, saat ini tercatat ada 60 ribu pelaku UMKM binaan Dinas
KUKMP DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, 30 persennya ditargetkan dapat
berpartisipasi dalam kegiatan lelang melalui aplikasi E-Order. di unduh pada tanggal 23
Juni 2022 https://bppbj.jakarta.go.id/berita/post/bppbj-dki-luncurkan-aplikasi-e-order-
9). Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa sebelum penerapan E-Order, bahwa
setiap SKPD/UKPD bebas melakukan pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan
langsung dan pengadaan langsung. Dengan implementasi E-Order SKPD/UKPD dalam
melakukan pengadaan barang dan jasa menjadi memiliki target yang tepat sehingga dapat
membantu keberlangsungan UMKM yang ada di Jakarta khususnya UMKM yang berada
dekat dengan tiap-tiap SKPD/UKPD tersebut.

Implementasi E-Order yang merupakan bagian dari e-procurement di Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta didasari atas adanya manfaat, hambatan maupun harapan
kesuksesannya yang dapat meningkatkan kinerja SKPD. Tujuan penelitian adalah untuk
menganalisa dan mengevaluasi implementasi, hambatan dan upaya dalam mengatasi
hambatan implementasi E-Order dalam peningkatan pengadaan barang dan jasa di
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022,

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan karena penulis bermaksud untuk
memperoleh gambaran yang mendalam mengenai Implementasi E-Order dalam
Peningkatan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
Tahun 2022. Untuk itu diperlukan berbagai informasi dan data-data empiris yang relevan
mengenai gejala-gejala (fenomena) dalam menguraikan, menggambarkan, menganalisa,
dan menginterpretasikan hasil dari penelitian tentang kondisi sebenarnya mengenai
Implementasi E-Order.

HASIL DAN PEMBAHASAN
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1. Implementasi E-Order dalam Peningkatan Pengadaan Barang Dan Jasa di
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022

Menurut Richard M. Steers (2010), karakteristik organisasi mempengaruhi
efektivitas kerja karena menggambarkan struktur yang harus dilalui oleh karyawan
dalam melakukan pekerjaannya. Struktur organisasi merupakan cara untuk
menempatkan manusia sebagai bagian dari pada suatu hubungan yang relatif tetap
yang akan menentukan pola — pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada
tugas.

a) Struktur Organisasi yang ada saat ini

Efektivitas kerja pegawai, ditemukan karakteristik organisasi, lingkungan, dan

kebijakan manajemen yang dapat masuk dalam kategori faktor eksternal. Dalam

aspek Struktur Organisasi, seperti yang disampaikan oleh George C. Edward

Edward 11l bahwa struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Adapun di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat struktur organisasi dalam

implementasi E-Order cukup sederhana dan setiap pegawai yang bertugas sudah

melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin. Sehingga implementasi

E-Order di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022 dapat

dijalankan dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti. Struktur Organisasi

sudah terstruktur dengan baik dan sudah melaksanakan Tugas Pokok dan

Fungsinya sehingga pelaksanaan e-order dapat dilaksanakan seperti tergambar di

bawah ini:

Gambar 12. Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat
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Sumber: Pergub 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

b) Komunikasi

506

Komunikasi sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan
implementasi e-order sesuai dengan hasil penelitian bahwa mengkomunikasikan
implementasi e-order kita melaksanakanya secara masif dan memberikan
sosialisasi terkait pelaksanaan e-order selain itu koordinasi dengan stackholder
terkait juga membangun kerjasama pada implementasi e-order dan juga
mengingatkan terus supaya menggunakan e-order karena e-order itu merupakan
kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi para pedangan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah yang ada di wilayah masing-masing. Komunikasi yang
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan e-order di Sekretariat Kota Administrasi
Jakarta Pusat menggunakan komunikasi internal dan ekternal selain komunikasi
secara langsung tatap muka juga melaksanakan komunikasi dengan cara daring.
Komunikasi internal merupakan komunikasi tatap muka maupun menggunakan
WA group dilakukan dengan PPK, PPTK maupun pelaksana yang ada di
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk pelaksanaan kegiatan e-order.
Komunikasi eksternal merupakan komunikasi dengan stakeholder diluar
Sekretariat Kota seperti Kecamatan dan Kelurahan dilakukan dengan komunikasi
tatap muka dilakukan dengan cara klinik konsultasi e-order dengan cara membagi
jadwal kehadiran. Selain itu untuk mempermudah akses darimana saja UPPBJ
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sudah  menyiapkan  halaman  website  khusus vyaitu  https://eorder-
bppbj.jakarta.go.id/ dimana kita dapat bertransaksi kapan pun dan dapat melihat
menu seperti yang ada pada catalog E-Order. Kemudian pada sistem E-Order juga
sudah tersedia layanan helpsdesk sebagai sarana komunikasi seperti pada gambar

di bawah ini.
Gambar 13. Layanan Helpdesk E-Order
@IPPII Beranda Masuk
e
4,048 16,384 Rp 15,010,186,934 514

UMKM Terdaftar Produk Terdaftar Akumulasi Nilai Transaksi 2023 SKPD/BUMD Aktif Bertransal ksi

Layanan Helpdesk

KILIK UNTUK CHAT
HELPDESK

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM E-ORDER

Pelajari tata cara penggunaan sistem e-Order pada dokumen beriku
Lihat Panduan

Sumber : https://eorder-bppbj.jakarta.go.id/
c) Sumber Daya

Dalam aspek Sumber Daya, seperti yang disampaikan George C. Edward IlI
bahwa sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi
implementor dan sumber daya finansial, dalam implementasi E-Order di
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, sumber daya yang dominan adalah
sumber daya manusia, selain itu sumber daya lainnya seperti teknologi informasi
serta sarana dan prasarananya ikut serta dalam mendukung implementasi E-
Order. Untuk meningkatkan Sumber Daya manusia dilakukan sosialisasi dengan
cara klinik konsultasi tentang E-Order.

Gambar 14. Sosialisasi Realisasi E-Order
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Sumber : Observasi langsung di lapangan

d) Disposisi

Dalam aspek Disposisi, menurut George C. Edward Il adalah watak dan
karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat
demokratis. Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam Implementasi
E-Order sudah dilakukan dengan baik disposisi sudah dilaksanakan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya masing-masing, semua Pelaksana maupun stakeholder
berkomitmen untuk pelaksanaan pengadaan secara E-Order. Sebagai implementor
E-Order memiliki disposisi yang baik, sehingga dapat menjalankan kebijakan
E-Order dengan baik seperti pada gambar di bawabh ini:

Gambar 15. Proses Transaksi Pemesanan Barang/Jasa
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!’lf?" Beranda Masuk

Proses Transaksi Pemesanan Barang/Jasa @yBPPBI
di ApllkaSI e-order =

Sumber : https://eorder-bppbj.jakarta.go.id/

2. Faktor Penghambat yang dihadapi dalam Implementasi E-Order dalam
Peningkatan Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekretariat Kota Administrasi
Jakarta Pusat Tahun 2022

a) Struktur Organisasi

Dalam rangka memperkuat fungsi organisasi serta mengimplementasikan arahan
pemerintah pusat bahwa harus ada perampingan organisasi, Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Pusat menunggu arahan dari BKD Provinsi DKI Jakarta
guna melakukan pengukuhan terhadap para pegawai yang terdampak dalam
restrukturisasi tersebut. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian
terdahulu, pada penelitian terdahulu hambatan dalam Implementasi pengadaan
barang dan jasa biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan pegawai dalam
melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

b) Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan penghambat dalam Implementasi E-Order
dalam Peningkatan Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekretariat Kota Administrasi
Jakarta Pusat Tahun 2022 dari aspek sumber daya yaitu kuantitas pegawai dan
kecepatan dan ketepatan dalam pemilihan keputusan. Namun hal tersebut masih
bisa ditangani, namun menghambat kinerja pegawai karena tidak fokus dalam
pengerjaan yang sesuai dengan tupoksinya jika kuantitas Sumber Daya Manusia
(SDM) kurang. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian
terdahulu, pada penelitian terdahulu hambatan dalam Implementasi pengadaan
barang dan jasa biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan pegawai untuk
memaksimalkan pekerjaan secara keseluruhan pegawai (Siregar and Nasution
2022).
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c)

d)

Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan penghambat dalam Implementasi E-Order
dalam Peningkatan Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekretariat Kota Administrasi
Jakarta Pusat dari aspek komunikasi yaitu lemahnya para pegawai yang terlibat
dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui E-Order sehingga
mengakibatkan adanya kesalahpahaman dalam implementasinya. Hasil penelitian
ini terdapat kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, pada penelitian
terdahulu hambatan dalam Implementasi pengadaan barang dan jasa dari aspek
komunikasi biasanya disebabkan oleh lemahnya pegawai itu sendiri dalam
mengkomunikasikan implementasi E-Order.

Disposisi

Dari hasil penelitian ditemukan hambatan dalam Implementasi E-Order dalam
Peningkatan Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta
Pusat dari aspek disposisi adalah perintah yang sudah dilakukan secara berjenjang
ini masih terdapat kelemahannya yaitu pengawasan hasil disposisi itu sendiri.
Hasil penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu,
pada penelitian terdahulu hambatan dalam Implementasi pengadaan barang dan
jasa dari aspek komunikasi biasanya disebabkan oleh lemahnya hasil disposisi
tersebut.

3. Upaya vyang dilakukan dalam mengatasi Hambatan-hambatan dalam
Implementasi E-Order dalam Peningkatan Pengadaan Barang Dan Jasa di
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022

a) Melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Perlu adanya upaya dalam mengatasi faktor penghambat pada Implementasi E-
Order dalam Peningkatan Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Pusat . Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi
hasil yang telah dicapai. Berdasarkan hasil wawancara dengan adanya kebijakan
atau regulasi standar kerja yang sesuai. Untuk menciptakan kondusifitas pada
lingkungan organisasi perlu evaluasi beban kerja yang tidak tumpang tindih dan
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pegawai. Dengan adanya beberapa
evaluasi pada subbidang yang berkaitan dengan Implementasi pengadaan barang
dan jasa melalui E-Order.

b) Melakukan Peningkatan Sumber Daya

510

Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dalam pengadaan
barang dan jasa sehingga penerapan atau Implementasi E-Order dalam
Peningkatan Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta
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Pusat Tahun 2022 dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan target-target
yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi E-Order dalam Peningkatan

Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022
penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1.

Implementasi E-Order dalam Peningkatan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat
Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022 dari struktur birokrasi, komunikasi,
sumber daya dan disposisi secara Umum sudah berjalan dengan baik (optimal).
Namun perlu ada peningkatan sumber daya lainnya seperti teknologi informasi serta
sarana dan prasarananya ikut serta dalam mendukung implementasi e-order.

Kemudian faktor yang menghambat implementasi e-order dalam peningkatan
pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dari aspek
sumber daya yaitu kuantitas pegawai dan kecepatan serta ketepatan dalam pemilihan
keputusan, dari aspek komunikasi yaitu lemahnya para pegawai yang terlibat dalam
proses pengadaan barang dan jasa melalui E-Order sehingga mengakibatkan adanya
kesalahpahaman dalam implementasiny dan dari aspek disposisi adalah perintah yang
sudah dilakukan secara berjenjang ini masih terdapat kelemahannya yaitu pengawasan
hasil disposisi itu sendiri.

Upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi e-order dalam
peningkatan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
Tahun 2022 yaitu dengan melakukan sosialisasi dan intervensi pimpinan dalam
pencapaian target E-Order serta memanfaatkan layanan Help Desk E-Order.
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